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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Cipta

sesuaikan isi
sebagai awal

Hak cipta akan suatu karya pada perkembangannya
memiliki arti pentng bagi umat manusia. Karya cipta manusia
yang didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa merupakan
suatu bentuk akan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Hal
tersebut melahirkan konsekuensi akan perlindungan hak cipta
sebagai bentuk terhadap penghargaan akan cipta karya manusia.
Datangnya globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi,
komunikasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya
interdependensi di bidang ekonomi. Interdependensi ekonomi yang
ada kemudian menciptakan budaya ekonomi baru di negara ini
yang bercorak modern dan high technology. Keadaan tersebut telah
menciptakan persaingan terbuka diantara bangsa dan negara dalam
imperium pasar bebas. Hal ini dapat berpengaruh pada persoalan
hak cipta baik pada skala insani maupun skala negara. Pada skala
insani adanya persoalan state borderless persiangan antar bangsa
dengan peradaban yang sedang berkembang dengan bangsa yang
memiliki peradaban maju akan menciptakan ketidakadilan,
ketidakadilan itu terbukti dengan adanya persoalan monopoli dan
invisible hand dalam free market.®

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh
serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi
domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai
oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka
ekonomi  domestik dalam rangka memperluas serta
memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Dalam
pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan
hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya
sebagal komoditas yang bernilai baik secara moril maupun
materiil, salah satu  komoditas yang ~membutuhkan
perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta
sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat
perlindungan khusus dari negara, namun perlindungan Hak
Cipta secarn domestik saja tidaklah cukup dan kurang
membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta.
Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu
pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti
jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh
karena itu, dalam rangka perlindungan hak cipta secara
internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak

Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi
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Dalam pasar global, beragam
hukum untuk menjamin
sebagai komoditas yang bernilai
baik secara moril maupun materiil, salah satu komoditas yang
membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia adalsh negara hukum bukan negara kekuasaan.
Pemyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3
UUD 1945 bahwa “Dasar Hukum bahwa Indonesia merupakan
Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang berlandaskan kepada
kedaulatan rakyat”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki

dengan pasar  intemasional

dan keberad

sesuaikan isi banyak sekali ketentuan Undang-Undang. Menurut Jimly

paragraf

Asshiddigie, prinsip-prinsip pokok negara hukum modem,

o g Khususnya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengacu

sesuaikan

parag!
karena

pada UUD 1945 mencakup 12 (dua belas) prinsip pokok, yaitu
(1) supremasi hukum; (2) persamaan dalam hukum; (3) asas
legalitas; (4) p (5)
independen; (6) peradilan bebas yang tidak memihak: (7).
peradilan tata usaha negara; (8). Peradilan Tata Negara
(Constitutional Court); (9). perlind hak asasi manusia; (10).
bersifat demokratis; (11). berfungsi sebagai sarana mewujudkan
tujuan negara; dan (12) transfaransi dan kontrol sosial.’

Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah
undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka
sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak

raf

belum  Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merck, paten,

f’e'r‘pgm disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia
iperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu
* Jimly Asshiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia
(Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006), 169-176.
6
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sesuaikan isi
paragraf
agar saling
berhubungan
seperti
terulang

PEIJAN AL GETUpE PETDUMIAIT TUKUNT SEPE JUAT DEN N ISers:
Dengan demikian, antara assignment herbeda sekali dengan lisensi
Perbedaan diantara assignment dengan lisensi, juga dalam hal hak-
hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan
bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta,
bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti.
Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan
kepada pihak lain adalah hak ekonomi sedangkan hak yang tidak
dapat dialihkan adalah hak moral.'

Seperti penjelasan di atas bahwa Hak cipta atas suatu
ciptaan pada umumnya dipegang secara eksklusif oleh pencipta
seketika ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Kontrol eksklusif
dari hak cipta memastikan setiap manfaat ciptaan dapat dirasakan
oleh pencipta. Namun, pencipta memiliki hak untuk membagi
kontrol ekskulsif tersebut pada pihak lain. Pihak yang
mendapatkan sebagaian dari kontrol eksklusif tersebut adalah
pemegang hak cipta. Peran sebagai pemegang hak cipta dapat
dilaksanakan oleh perseorangan maupun kelompok. Posisi ini
biasanyn mereka dapatkan saat pencipta membutuhkan jasa dari
pihiak lain yang sama sekali tidak ikut serta menciptakan suatu
ciptaan. Karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pencipta,
ketika pencipta telah sepakat untuk menggunakan bantuan pihak

' Muhammad Djumhana dan R. Djubacdillsh, Hak Milik intelekial,
dalam A Aziz Muhammad, Loc.Cir. “Konvensi Intemasional Tentang Hak
Cipta....", Social Justitia Vol. { No.. | July 2017.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Cipta
Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai
oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka
ckonomi domestik dalam rangka memperluas  serta
memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Dalam
pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan

hukum untuk J k ya dan keberad:

sebagai komoditas yang bemilai baik secara moril maupun
materiil, salah satu  komoditas yang membutuhkan
perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta
sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat
perlindungan Khusus dari negara, namun perlindungan Hak
Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang

b arti guna kreatifitas para pencipta.
Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu
pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti

jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh
karcna itu, dalam rangka perlindungan hak cipla secara
adalah suatu Untuk perli Hak

Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi
internasional, antara lain  Persetujuan  TRIP's, Berne

suatu “algemene titel” atau titel umum *

Sama halnya dalam ranah keperdataan menurut R.F.
Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara
“assignment” (penyerahan) dengan “agreement to assign”
(perjanjian). Bentuk assignmeni menycbabkan kepemilikan
Hak Cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat
penyerahan. Sedangkan agreement tfo assign adalah bentuk
perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan
lisensi. Dengan demikian, antara assignment berbeda sekali
dengan lisensi. Perbedaan diantara assignment dengan lisensi,
juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila
terjadi keadaan bangkrutaya penerbit, hak penerbit untuk
mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit
dalam pembayaran royalti. Berkenaan dengan pengalihan Hak
Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak
ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak

moral.’

Kemudian mengenai  delik pertama kali  dikenal
didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis
delik menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah

" Subekti, Pakok-pokak Hukum Perdata, (Jakarta © Intermasa, 1994),

hlm. 74,

* Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Inteleknual,

dalam A Aziz Muhammad, Loc Cir. “Konvensi Internasional Tentang Hak
Cipta.....", Social Justitia Vol. I No.. 1 July 2017.
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hubungan
dengan
Undang-
undang Hak
cipta

Kemudian mengenai delik pertama kali dikenal didalam
sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi
delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah jenis tindak pidana
yang penyidikan ataupun p tidak dibutuhkan syarat
adanya pengaduan. Sementara delik aduan adalah jenis tindak
pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penentutan
jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini
tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan
hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih
lanjut di dalam Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa
saja yang termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut
tersebar dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari
sejarah KUHP (Memorie van Toelichting) dapat ketahui bahwa

Inya syarat p dengan k kinan pihak
korban menderita kerugian lebih besar bila perkara tersebut
ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu, dalam hal

pelanggaran, sisi nepatif dari dilakukannya penuntutan pidana
1§

dianggap tidak begitu besar.
Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Teori Perlindungan
Hukum Menurut  Fil 1d lask teori  perlinds

hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan  berbagai kepentingan dalam masyarakat
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu  hanya dapat dilakukan dengan cara

" Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal Pasal
Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda  dan
Padanannya daiam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utarma, 2003), him. 418.
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Jjenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya

tidak dibutuhkan syarat adanya il delik

aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya

penyidik maupun p jika ada

Tanpa
adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan
penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam
kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih lanjut di dalam
Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa saja yang
termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut tersebar
dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari sejarah
KUHP (Memorie van Toelichting) dapat ketahui bahwa

syarat duan berk dengan k kinan
pihak korban menderita kerugian lebih besar bila perkara
tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu,

dalam hal pelanggaran, sisi negatif dari dilakukannya
penuntutan pidana dianggap tidak begitu besar. B

Lebih lanjutnya apabila dikaitkan dengan Undang-
Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak menegaskan bahwa
tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Oleh karena
itu, tindak pidana hak cipta masuk dalam kualifikasi delik
biasa. Suatu tindak pidana bisa dikatakan sebagai delik aduan
sepanjang  ditegaskan dalam KUHP atau undang-undang

' tan Remmelink HuhuPidusa: Komentar_Atac_Pasal_Pacal
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